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BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 aye
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentai g Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu me an Peraturan

Mengingat S

X

/dﬂ 9 Lot Tahun 1950 tentang
1 19 Kabupaten di Djawa Timur (Berita

j lik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730});

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 téntang
Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum
Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai
Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubh |
Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 terifa g Pengesahan
Konvensi ILO Nomor 182 Concerniing’ The |Prohibition and
Immediate Action for
Child Labour (Ker s1 [:

i Kan Panghapusan~" Bentuk-Bentuk

ak) (Lembaran Negara

; ﬂa E of 2 \Worst Forms.-€
i

ggnai_Pelarangan

dan

Ay 7

Terbury u
donesi ahtin 2000 Nomor 30, Tambahan
NegdraRepublik Indonesia Nomor 3941);

Ulnd g-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
crlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara,
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4279);



9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Chilren,
Supplementing The United Nations Covention Against
Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah,
Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama
Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana
Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996}

11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 009 tentang
Perkembangan Kependudukan ds

(Lembaran Negara Repukb ido
161, Tambahan DArdamn r Neg
no

Nomor 5080
34) sebag&umana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

ahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);



14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 20
Perkembangan  Kependudukan Pembangunan

Keluarga, Keluarga Berenca em Informasi

Keluarga (Lembaran

4 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebjjakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
pengesahan Convention on The Rights of The Child
(Konvensi tentang Hak- Hak Anak);




20.

21.

22,

23.

24,

25.

27.

28,

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 1);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan

Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikate

Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

Republik

Peraturan Menteri Negara Pembe ay erempuan dan

Perlindungan Anak No

Republik i an 20 a2\Nermor-1767;

3 Td 201 tang Pandua:
e& A (Beritd Negara

a | Pemiberdayaan Perempuan dan

aturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 08 Tahun
2014 tentang Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun

2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor

2);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan Kabupaten Jember (Lembaran
Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 4);

Daerah



29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016
tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK, K

BAB I
KETENTUAN-U
%sljll 1
) 1 1 S110E
hek-

1. Daeratradala abupater] J

Dalam Peraturan Dgeradh ini

2 Pemerintah\Ds rl/‘n adal €rintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupat
4 ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

abupaten Jember.

mber.

Dewan Pés

DPR
erangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Jember.

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial
dan/atau organisasi kemasyarakatan.

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri,
atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya,
atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan
derajat ketiga.

8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan /atau ibu tiri,
ayah dan/atau ibu angkat.



10.

11.

12.

13.

16.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat
prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi
prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat
dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak
sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten
dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan

Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh

dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembang
pelayanan  publik untuk  Pemenuhan

menganggarkan, melaksanakan, dan
program, kegiatan untuk rdrwp
kewenangan yang ada berda =

undangan yang ber

mengukur dan memberikan

Algupayakan terpenuhi Hak Anak

. Ramah y\) ] ondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan
aya li

berbud

An an Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan

ungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak

salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam
perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme
pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sepanjang sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat
RAD-KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan
penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun
yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Hak Anak di
dalam mencapai indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh
anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa
aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh
kembangnya.

18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang
mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan
KLA.

19. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang
menyatukan komitmen dna sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang
melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan
dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati
hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

20. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang
mengkoordinasikan  kebijakan, program, dan = kegiatan, untu

penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak yang beranggotak parat

Desa/Kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehat m Penggerak

1an, aparat

gamald‘-‘:l/nt/

mnlu/scp jang
ran Perundang-

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, toko

usaha, dan perwakilan Anak serta

sesuai kewenangan yang

undangan yang be
21. Sekolah

in al yan
hidup,
perlind

serta m

pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan
/‘t dan Perlindungan Anak di pendidikan. '
22. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan

kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan

ung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan,

kebutuhan anak sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang sesuai
kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

23. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan
perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau

perseorangan dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan



24.

25.

26.

27,

28.

29,

30.

31.

aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses
pembangunan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma
atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.

Perdagangan Anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur
tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang sepanjang masuk ke dalam ruan /
lingkup pengertian anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan k -e@ng,
kekuasaan

u manfaat,
- kend:li}ta;/

orang lain tersebut, baik yang di T@:‘ | upunantar
negara, untuk tujuan eksploifasi a mengaki tereksploitasi
atau mengakibat ra %\ k iﬁ 1 sepanjang sesuai
ketentuan ang-u .
Ke ik |pa | ;nlj al tiap tindakan yang dilakukan secara
ari

sengaja - /m 1gguriakdan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

sehingga memperoleh persetujuan dari or:

aupun tindakan nyata, terhadap anak yang
n atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka,
ian, “luka” psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau
pertumbuhan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Kekerasan Psikis pada anak adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak
sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Perkawinan Anak adalah perkawinan yang terjadi pada usia anak sepanjang
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyandang Disabilitasi adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang



32.

33.

34.

35.

36.

37.

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan
pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau
menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam
situasi bahaya sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan
(agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada
makhluk sosial, misalnya perkelahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas
sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usah

Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia day sili di
Indonesia sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-ufdangan yang
berlaku;

Kebijakan KLA

Daerah untu ’1-
N 1ka l't
NAPZA ng dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan

psikologi se e iKiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan
ketergan gan ﬁs1k dan psikologi sepanjang sesuai ketentuan Peraturan

Pe g-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2
Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Bagian Kedua

Prinsip




Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan KLA adalah :

a. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

b. non-Diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin,
bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik
maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan anak se¢bagai
pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta
pengembangan program dan kegiatan;

d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu

menjarmin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak

semaksimal mungkin;
¢. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan me
bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk ckspresikan

pandangannya secara bebas, independen, dan adap segala

sesuatu  hal yang mempengaruhi _di obot, dan

dipertimbangkan dalam pengembi /p S
f. penghargaan terhadap pandgngan ahak!
AB I
M P

SU JUAN

| ¥
!/Eéglan/Kesatu

Maksud

Pasal 4

epanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, Penyelenggaraan KLA dimaksudkan

untuk;

a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbukh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia
dan sejahtera;

b. menjamin Pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramabh,
bersahabat;

¢. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;

d. mengembangkan potensi, bakat dan Kkreativitas anak;



¢. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan
pertama bagi anak; dan

f. memenuhi keperluan sarana dan prasarana daerah dalam rangka
mencukupi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5
(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakuy,
tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang
mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan,
program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Dae;a/
(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yan flaku,

Tujuan Khusus Penyelenggaraan KLA adalah:

a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerint ngan Orang

Tua, Keluarga, Masyarakat, Organisasi M

prasarana, 0

an teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah,
Masyaz{akat@nisasi Masyarakat Dan Dunia Usaha dalam memenuhi

. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan
pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan
indikator KLA; dan

d. sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan

yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB III
RUANG LINGKUP, DAN SASARAN



Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Ruang lingkup Penyelenggaraan KLA meliputi:

a.

o

[~
.

o

B @ oe oo oao

5 8

asas, maksud, tujuan dan prinsip KLA;
sasaran dan tahapan KLA;
kewajiban dan tanggung jawab;
Pemenuhan Hak Anak;
kewajiban Anak;
kelembagaan;
Lingkungan Layak Anak;
. Indikator KLA;
peran serta;
koordinasi;
Perlindungan Khusus Anak;
penghargaan;
. sanksi; dan

ketentuan penutup.

epanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.
b.

LacH o BN o N &

Lembaga Pemerintah Daerah;
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pemerintahan Daerah;

. Organisasi Non Pemerintah;
. Dunia Usaha;

. Masyarakat;

Media Massa; dan
Forum Anak.

sebagai unsur penyelenggara



(3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diterapkan
pada anak.

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8
(1) Tahapan Penyelenggaraan KLA, adalah meliputi:
a. perencanaan KLA;
b. pra-KLA;
¢. pelaksanaan KLA;

d. evaluasi KLA; dan

€. penetapan Peringkat KLA.

b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. profil KLA,

Paragraf 1

Deklarasi

Pasal 10
Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan perwujudan

komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.



Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11
Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
adalah :
a. Bupati membentuk dan memberhentikan Gugus Tugas KLA; dan
b. keanggotaan, tugas, dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan

Peraturan Perundang- undangan.

Paragraf 3
Profil KLA

Pasal 12
Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ disusunroleh Gugus

Tugas KLA yang berisi data dan informasi yang me ce(\ﬁ} kondisi
pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serte lVr al
/
a [KL.
s

ﬂ E ﬂj;lam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:
an

apan Pra-K iﬂ ekb
Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

a. penilaian a{é

b. penyusun

Pasal 14
Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
a. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator :
1} Peraturan Daerah tentang KLA;
2) penguatan kelembagaan KLA; dan
3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.



Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator:

Sponsor (IPS) rokok.

1) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;

2) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan

3) pelembagaan partisipasi anak.

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas

indikator:

1) pencegahan perkawinan anak;

2) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan
anak bagi orang tua/keluarga;

3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);

4) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan

S) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator:

1) persalinan di fasilitas kesehatan;

2) status gizi balita;

3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawa

4) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak:

5) lingkungan sehat; dan _

6) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokg angani Ikl

Klaster Pendidikan, P

terdiri atas indi
1) Wajib belaja

) Sekolah FQ

Kegiatan Budaya, yang

L3

3) keterse’ i k@tﬂ untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang

2)

3)

4)
S)

6)

ramah

erlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator:

pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;

Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (BPTA);

pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;

pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;

pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan
terisolasi;

pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI);




7) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui
diversi (khusus pelaku); dan
8) pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat

dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2
Penyusunan RAD-KLA

Pasal 15
Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari :
a. RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan
berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung

mendukung perwujudan KLA;

Kerja Satuan OPD (Renja OPD));
c. RAD KLA merupakan upaya

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 16
(1) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, tahapan pelaksanaan KLA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh Gugus Tugas KLA
sesuai kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA.
(2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan
masyarakat, dunia usaha, dan media massa secara terencana, menyeluruh,
dan berkelanjutan.

(3) Sepanjang seuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memperhatikan keterlibatan dan masukan anak termasuk Forum Anak.

Pasal 17

(1) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
dilakukan pemantauan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berlajan,
memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasikan
dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat

diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian kelima
Evaluasi KLA

(1) Tahapan evaluasi ? i
SeC

lengg;
s

pelaksanaan p
Tahapan

1]

aiMana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

s
i
(3) Aspekya s diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:

a. hal’yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh indikator KLA;

/ evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan,

sampai Daerah.
(4) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan oleh tim independen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Bagian kenam

Penetapan Peringkat KLA




Pasal 19
(1) Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator
KLA di Kabupaten/Kota.
(2) Tahapan Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf e dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh

Menteri.

BABV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kewgjiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab r?gh ati
Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras onga

n, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, ufutdn elahiran, dan

kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban } memeniuhi,

melindungi, dan menghormatj
I@P g\jawdb merumuskan dan
kan-ditbidg
L2

%hlbﬁ(egégg\‘ €rtanggung jawab melaksanakan dan
i nl nasio

dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam

penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(7) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan
hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap anak.

(8) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi

penyelenggaraan Perlindungan Anak.



(9) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin anak untuk
mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia

dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kedua
Kewagjiban Orang Tua/Wali dan Keluarga

Pasal 21
(1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pad
anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui kebe annya, atau

ji Aan  tanggung

. da keluarga

gan.

ari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan

lainnya yang dilakukan oleh pendidik, dan tenaga kependidikan,

sesame peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik,
tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 23



(1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak
dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi,
Dan Pemerhati Anak.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 24

(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi
hak-hak anak.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yan

Perangkat penyelenggaraaan KLA meliputi Pembangunan ~ Pelayanan

Publik, Keluarga Ramah Anak, Lingkungan Ram 1a olah Ramah

Anak, dan Pelayanan Kesehatan Ramah An

€mperhatikan

. klaster/Ha
1) H
2) Lin

€sehatan dasar dan kesejahteraan;

si

n keluarga dan pengasuhan alternatif;

4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5) Perlindungan khusus.
(5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
b. persentase anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan
yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan

mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;



e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;

f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak; dan

g. keterlibatan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak.

BAB VII
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 25
Pemenuhan Hak Anak meliputi :

a. hak sipil dan kebebasan;

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
kesehatan dasar dan kesejahteraan;
pendidikan, pemanfaatan waktu luang d

o 20 v

perlindungan khusus.

a. had ntitas;
._haK perlindungan identitas;

b
¢. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
hak atas perlindungan kehidupan pribadi;

hak akses informasi yang layak; dan

= O R

. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak

manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

keluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:



a. mengurus Akte Kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah
anak dilahirkan;

b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta

' mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;

¢. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan
informasi yang sehat dan aman; dan

d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seijin
anak.

(3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas
untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan
akte kelahiran;

b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecama

dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-

forum lainnya yang s¢jenis;
c. menyediakan call center anak sebagai say
[

tstlsv?-‘

teraktif atau

pengaduan yang berkaitan dengan kepenti

Pasal 27

(1} Setiapanak berhak mendapatkan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

Alternatif terdiri dari :

a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;

b. anak yang terpisah dari orang tua;

c. reunifikasi, yaitu proses mengembalikan anak yang berada dalam
pengasuhan lembaga asuhan anak kepada orang tua atau keluarga
dengan tujuan agar anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan status
pengasuhan yang permanen;

d. pemindahan anak secara ilegal;

e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;



g. pengangkatan/adopsi anak;

h. tinjauan penempatan secara berkala; dan

i. kekerasan dan penelantaran.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
berupa:

a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas,
menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang
terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tus;

b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk
tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar
dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;

c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur

sejak dini kepada anak;
d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela neg
dini kepada anak;

e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yan

f. memberikan dukungan kesejahteraan.

(3) Sepanjang sesuai kewenangan ‘yagf.
Perundang-undangan yang berlaku, P

12
netif

untuk memenuhi

berupa: = j"
a..memberi
-

1

jnga]:s ﬁ y bagi anak yang orang tuanya meninggal
a.lg sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;

b. memberi {1 @{esejahteraan;

c. memr;[ﬁ’ hi’@:?mbuh kembang anak;

d

élindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan

merendahkan martabat manusia;
e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
f. dapat berperan membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan

g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 28



(1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,

terdiri dari :

gizi yang baik sejak dalam kandungan;

air susu Ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
imunisasi dasar lengkap;

pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
lingkungan bebas asap rokok;

kesediaan air bersih;

SR o™ p 0 g

. akses jaminan sosial;

-t
.

tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan Ibu;

perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS;

j. ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat; dan

k. mendapatkan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berl

keluarga memenuhi Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahtera

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasar

Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah

untuk memenuhi Hak Kesehatan D
a. penyediaan Puskesmas all An
b. penyediaan poli lﬁq? ric [In

Intensiv ; it (NIET) giR

. penyele
Dinas/Lingkungan,;

e. peniyediaan air bersih;

anak

C Peraturan
r n akan fasilita
t i Antaragnya:

(PICU) dan Neonatal

i ldi Kafitor Pemerintah dan/atau di tempat-

an fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap

f. penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lingkungan yang

bersih, sehat dan nyaman disetiap desa/kelurahan; dan

g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan

angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi

dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan

Kegiatan Budaya




Pasal 29

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu

luang dan kegiatan budaya, terdiri dari :

a.
b.

™o oo oo

hak untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini;

hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas)
tahun;

hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;

hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas;

hak untuk berekreasi; dan

hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai

kegiatan seni, budaya dan olahraga.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya, diantaranya :
a.
b.

(3) Sepanjan
Perundang-

unt

a.

C.

menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;

sekolah, dengan pihak sekolah;
mengarahkan dan memberikan

kondisii

dangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas
emenuhi hak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

udaya, diantaranya :

menyelenggarakan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan
pendidikan non formal dengan menyediakan perangkat yang mendukung
kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana
dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan
guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk
memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksebilitas bagi
anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;

memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan;




d. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
e, menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara objektif,
transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;

f. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;

g menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang
olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat,
minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga,

h. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah
(Z03S), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;

i. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;

j. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;

k. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat;

l. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalamm bidan

akademik, seni budaya dan olah raga;
m. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidi in, agar tidak
mengeluarkan siswa dari lembaga pendidik

pembinaan, kecuali terlibat tindak pidan

hukum yang tetap;

n. menyelenggarakan masa

kekerasan;

Bagian Keenam

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 30
(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari:
a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua Pengasuh tempat
tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang,
perlindungan dan pendampingan secara optimal;
b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh
kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative

dan prioritas diversi;



¢. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak
kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA,
HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking),
korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban
penelantaran, berhak mendapatkan  perlindungan, pengasuhan,
pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;

d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media
cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan

€. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma,
pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

setiap keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optim I/

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

n Peraturan
ha

Perundang-undangan yang berlaku, Pemeri emenuhi

. memb. akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak

andang disabilitas; dan
. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti
rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VIII
KEWAJIBAN ANAK

Pasal 31
Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati Orang Tua, Wali, Dan Guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;



c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 32

(1) Bupati membentuk dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA.
(2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari:

a. wakil-wakil PD yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak

langsung;

b. unsur masyarakat;

¢. media massa;

d. dunia usaha; dan

e. perwakilan anak;
(3) Gugus Tugas KLA mempunyai

buat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala

dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan

urusan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri, dan Menteri yang

menyelenggarakan urusan dibidang Perlindungan Anak.

(4} Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan
diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan
Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua




RAD-KLA

Pasal 33

(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
RAD-KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menegah dan Tahunan.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
RAD-KLA memiliki program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian
KLA.

(3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakuy,
RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan dilapangan dan penyelesaiannya

secara menyeluruh.

(4) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berl
RAD-KILA disosialisasikan kepada seluruh PD, pemangku kepentin

keluarga, dan masyarakat daerah secara umum.

anak,

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagai i ;l.zd pada ayat

(1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sepanj
berdasarkan ketentuan Peraturan P mi

gan yang ad

(1) Sepanjang ang-undangan yang berlaku,

pelaksanaa, isisun dalam RAD KLA dengan
memperti eriyesuaikan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Me sional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, R a Strategis Daerah, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Dae
2JRAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya Penguatan
/ Kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster :
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan walktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindugan khusus.
(3) Dalam proses penyusunan RAD-KLA melibatkan kelompok anak termasuk
Forum Anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.



Bagian Ketiga
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 35
(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat 5 Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas
KLA,
(2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang

ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan An

Pasal 36

(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Pe

dalam rangka mendukung penyele

8
52

;ﬁzzkn

Bagian Kelima
Forum Anak

Pasal 37

(1) Sepanjang kewenangan yang ada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

bagi perempuan dan anak
perlindungan khus

Tekniz?a 1 ,L /dﬁ |

undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan
Forum Anak.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
keanggotaan Forum Anak terdiri dari anak-anak yang berdomisili di Daerah
terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa

yang mewakili semua kelompok anak berdasarkan minat, bakat dan/atau



kemampuan anak-anak laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi termasuk
anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan adat.

(3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi
hak anak agar anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan
umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serat
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

(4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah
Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang
disampaikan melalui Forum Anak.

(5) Kepengurusan Forum Anak ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku
pembina ditingkat Daerah sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pendanaan penyelenggaraan Forum Anak bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau |

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a berjenjang

Pasal 38
(1) Sepanjarig sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

ihgkungan Layak Anak berupa infrastruktur seperti:

a. Jalan raya;

b. Jembatan;

¢. Trotoar;

d. Sarana transportasi;

e. Taman kota;

f. Kantin sehat;

g. Lingkungan hidup yang hijau; dan

h. Ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.



(2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, Layak Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan di tingkat :

Rukun Tetangga;

Rukun Warga;

Desa/Kelurahan;

Kecamatan;

Daerah; dan

dalam penyelenggaraan pelayanan sosial masyarakat diantaranya di bidang

> o0 ooy

pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.,

Bagian Kedua

Ramah Anak '
Pasal 39 /
(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undan g berlaku,

o oo g

'/\ti ;
mendenzé.r an

g memberi contoh al yang baik dan positif.

ifigkungan :
/ a. Rukun Warga;

b. Rukun Tetangga;

c. Desa/Kelurahan;
d. Kecamatan;

keluarga; dan
penyelenggaraan pelayanan sosial diantaranya pada bidang pendidikan,

™

kesehatan dan lainnya.



(3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada

lingkungan :

a.

o

e o

R o

—e
M

(1) Didalam mengoptimalkan Pemenuhan H
Anak.

(2) Penyelenggaraan Kecamat:

Kecamatan Layak Anak
T ]
i
Pa

(3) Gugus Tug A me
na pen ‘+ ang
Gugus Tu %s 15 tian

kerja sama derngan

Keluarga Ramah Anak;

RT Ramah Anak;

RW Ramah Anak;
Desa/Kelurahan Ramah Anak;
Kecamatan Ramah Anak;

Satuan Pendidikan Ramah Anak;
Puskesmas Ramah Anak;

Klinik Ramah Anak; dan

Rumah Sakit Ramah Anak.

Bagian Ketiga

Kecamatan Layak Anak

Pasal 40

Gugus Tugas

hubungan kerja sama dengan

Kecamatan.

Anak membina dan melaksanakan hubungan

sana pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat
Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 41

(1) Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang

menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa/Kelurahan yang

melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan

dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-

hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
(2} Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Gugus Tugas
Kelurahan/Desa Layak Anak.



(3) Gugus Tugas KLA membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan
pelaksana pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Sekolah Ramah Anak

Pasal 42
(1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun,
setiap sekolah wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi
yang layak anak.
(2) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak
yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:

a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;

o

terselenggaranya pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratif;
perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;

penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarak

Sepanjang /L@ i

Perundang-undangan yang berlaku, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

® 0 o0

Ramah Anak

Pasal 43

kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan

itttapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

BAB XI
INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu
Indikator Kelembagaan

Pasal 44
Indikator KLA untuk kelembagaan, meliputi:

a. Peraturan Daerah tentang KLA;



b. penguatan kelembagaan KLA; dan
¢. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Bagian Kedua
Indikator KLA Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 45
Indikator KLA untuk hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), meliputi:
a. Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
b. ketersediaan fasilitasi Informasi Layak Anak (ILA); dan
¢. pelembagaan partisipasi anak.

Bagian Ketiga
Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alt

Pasal 46
Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan

a. pencegahan perkawinan an

Bagian Keempat
Indikator KLA Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 47
Indikator KLA untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi;
a. persalinan di fasilitas kesehatan;
b. status gizi balita;
¢. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
Lingkungan sehat; dan

@



f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan
Sponsor {IPS) rokok.

Bagian Kelima
Indikator KLA Pendidikan, pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Pasa]l 48
Indikator KLA untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:
a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang
ramah anak.

Bagian Kelima
Indikator KLA Perlindungan Khusus

pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;

f. pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);

8- penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui
diversi (khusus pelaku); dan

h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari

pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB XII
PERAN SERTA



Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 50
(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara
perseorangan maupun kelompok.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
a. orang perseorangarn;
lembaga Perlindungan Anak;
lembaga kesejahteraan sosial;
organisasi kemasyarakatan;

lembaga pendidikan;

me oA g

media massa; dan
g. dunia usaha.
(3) Peran masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak se dgaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edu ai hak anak

b. memberikan masukan dala ; Jt] VY, terkait

Perlindungan Anak;

melaporkan kepads

ntuk

u
g berpéran aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak yang
/enjadi korban dalam keadaan yang memenuhi persyaratan untuk

memperoleh perlindungan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-

buh kembang anak;

undangan yang berlaku; dan
h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan

menyampaikan pendapat.

Bagian Kedua
Peran Serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat

dan Lembaga Lainnya



Pasal 51
Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya
sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
berperan serta dalam penyelenggaraan KLA antara lain:
a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak; dan
C. peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga sosial kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,

badan usaha, dan media massa.

Bagian Ketiga
Peran Serta Media Massa

Pasal 52

Media massa sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundan dangan yang
berlaku, berperan serta dalam penyelenggaraan kan melalui

ilaspek :Zsial/
ikan

penyebarluasan informasi dan materi edukasi ¥

budaya, pendidikan, agama, dan kes
kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 53
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
n serta dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:

Dunia usah

berlaku, ber
a. k akan perusahaan yang berperspektif anak;
. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; dan/atau
/ ¢. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial

perusahaan.

BAB XIII
KOORDINASI

Pasal 54



Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkoordinasi

dengan Instansi terkait sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X1V
PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan khusus kepada anak.
(2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. ABH;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
Anak yang menjadi
psikotropika, dan zat adj

dan/atau perdagangan;

sﬂﬂn /atau psikis;

Penyandang Disabilitas;

in. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

0. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan
kondisi Orang Tuanya.

Bagian Kedua
Prinsip Perlindungan Khusus Anak

Pasal 56



(1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf m dilakukan melalui
pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan
masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga
Perangkat Perlindungan Khusus

Pasal 57

Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam memberi

terkait yang mempunyai kewenangan berdasarkan ket Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

T

bert

memberikan

e uaj' ar

- JQL}/L s ki;p :
a. Anakjd ityasi darurat;

b. Anakiya g”glmadapan dengan hukum;

c ﬁéé:i kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual;
€

f.

. Anak yang diperdagangkan;

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;

h. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;

i. Anak yang menyandang cacat; dan

J. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

(2) Peran orang tua dalam mendampingi anak yang membutuhkan perlindungan
khusus anak dilakukan dengan:



penuh kasih sayang;
bersikap empati kepada anak;
tidak menghakimi;

kesiapan dan kesabaran untuk mendengar; dan

°© Ao g op

kesamaan pandangan dan sikap kedua orang tua kandung atau wali.

Bagian Kelima

Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 59
(1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1)
huruf a terdiri atas :

a. Anak yang menjadi pengungsi;

b. Anak korban kerusuhan;
¢. Anak korban bencana alam; dan

d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi /ggi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan s i1 den ketentuan hu
humaniter. E ﬂl\

(3) Perlindungan Khusus bagi korba , [Kor bencana, dan
Anak dalam situasi /m senjata sepaga imaksud pada ayat (1),
. r

ang terdiri atas pangan, sandang,

keam dan persamaan perlakuan; dan
b. pemer[u ar”kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan
yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 60

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi Anak yang
berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan
kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Dan Masyarakat.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan
melalui:
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-

hak anak;



penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

penyediaan sarana dan prasarana khusus;

2 0 o

penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

o

pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak
yang berhadapan dengan hukum;
f.  pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua
atau keluarga; dan
g perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi,
(3) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
4. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi;
C. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi i, baik
fisik, mental, maupun sosial; dan |
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatk
perkembangan perkara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pel

pada ayat (2) mengikuti kete

gunaan Narkotika, Alkohol,
an Zat Adiktif Lainnya

Pasal 61

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terlibat
dalam produksi dan distribusinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) huruff, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi oleh Pemerintah Dan Masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi

napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketujuh
Anak yang Menjadi Korban Pornografi




Pasal 62

(1) Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah
akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya upaya
pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan
mental.

(3) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Anak dengan HIV/AIDS

Pasal 63
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS dilakuks

melalui upaya

: . yang-dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual seb% Ai i - trdﬁam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan
kewajiban/dan| tanggung jawab Pemerintah Dan Masyarakat.

(2) Perlindun usus Anak bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan Peraturan Perundangan-
undangan  yang berkaitan dengan perlindungan anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai dunia usaha, serikat pekerja, Lembaga Swadaya

Masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap

Anak secara ekonomi dan/atau seksual,

Bagian Kesepuluh

Anak Korban Penculikan, dan/atau Perdagangan




Pasal 65
Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h dilakukan
melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi.

Bagian Kesebelas
Anak Korban Kekerasan Fisik dan /atau Psikis

Pasal 66
Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 56 ayat (2) huruf i dilakukan melalui
upaya:

yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Bagian Keduabel

Anak Korban Ke'a a

Perlindungan €jahatan seksual sebagaimana

ilakukan melalui upaya :

7 edukasi t @an&g\}{es 1B'at'r:m/ne roduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi

¢. pendam psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan
mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan

disidang pengadilan.

Bagian Ketigabelas
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 68
Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) huruf ] dilakukan melalui upaya :
a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;



b. pemenuhan kebutuhan khusus;
. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrase sosial
sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan

d. pendampingan sosial.

Bagian Keempatbelas

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 69
Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya

pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan

pendampingan sosial.

Bagian Kelimabelas

Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 70
Perlindungan Khusus bagi Anak korban

nghargaan diberikan kepada Kecamatan, Desa Atau Kelurahan yang

memenuhi persyaratan penilaian sebagai Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak

Anak.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
penghargaan diberikan kepada setiap Orang, Dunia Usaha atau lembaga yang
melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, Penghargaan sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 72
Pendanaan dalam rangka implementasi KLA sepanjang memenuhi persyaratan
sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB XVII
LARANGAN

Pasal 73

(1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktifitasnya dapat me ggu tumbuh

kembang Anak dilarang menerima pengunjung An

(2) Setiap penyelenggaran hotel, motel, losme 1A,/ W isata, rums

lainnya di ima Anak yang memakai seragam seckolah dan ketika
jam sek
(4) Setiap~pelaku usaha warung dan usaha kuliner dilarang menerima dan

melayani konsumen Anak pada jam sekolah tanpa didampingi oleh Orang
Tuanya/Keluarga/Wali yang telah dewasa atau guru
pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan
sekolah atau kegiatan lainnya.

(5) Kefentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF



Pasal 74

(1) Sanksiadministratif berupa teguran tertulis sepanjang memenuhi persyaratan
sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, diberikan kepada setiap Orang Atau Pelaku Usaha
yang dalam kegiatan usahanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53;

(2) Apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak
diindahkan, maka Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan
sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlakn, dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa
denda dan/atau penghentian sementara usaha sampai dipenuhinya
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

(3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlak;
sanksi administratif, Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp 35.000.000 (ti uh lima juta

(4) Hasil pengenaan sanksi sebagaimana dim isetor ke |

sall7
gepraqn wsah

asal-74, sepanjang memenuhi persyaratan

yva tidak mematuhi ketentuan

(1) Pelakty: ,11
seb mang

undang » dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Apabila tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan, Pemerintah Daerah

sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat menjatuhkan

sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3} Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah).

(4) Hasil pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas

Daerah.



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76
Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu)

tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 A'P”\e' 2023

 BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember '. il |

pada tanggal " API‘V\Q 2023 ' | Ttd/ L
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

%\ HENDY S

61015 199602 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 40-1/2023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 1



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR ..)... TAHUN 2023
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

L. UMUM

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka tumbuh kembang anak
harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala
bahaya/bentuk perlakuan salah dalam bentuk pengasuhan yang optimal

mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen yarakat.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 t Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun

sehingga setigp Ar atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,
berpartisipas a berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminas]i serta hak sipil dan kebebasan meskipun Undang-Undang Nomor 39
un 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Anak,
pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, Keluarga, Masyarakat
dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada Anak masih memerlukan
suatu Peraturan mengenai perlindungan Anak sebagai landasan yuridis bagi
pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian,
pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
perlindungan Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan
pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan

bernegara.




Guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak Anak agar dapat hidup,
tumbuh dan berkembang dan berpartisifasi secara, optimal sesuai dengan harkat
martabat kemanusiaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan. Agar
upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu
adanya system penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus
Anak yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik Pemerintah, Masyarakat
Dan Dunia Usaha.

Peraturan Daerah tentang KLA menjadi penting untuk dibentuk dan
diimplementasikan untuk membangun sistem pembangunan berbasis Hak Anak
melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku
kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dan
Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan penyelenggaraan KLA dan Sistem
Perlindungan khusus Anak Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama

Pemerintah Kabupaten dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Us

Daerah adalah diantaranya mewujudkan KLA. Di dalam pe ggaraan KLA
maka prinsip-prinsip penyelenggaraan KLA wajib diad ai diskriminasi,

kepentingan terbaik bagi Anak, sungan  hidup da:

perkembangan, dan mengharga;@p
Strategi penyelengaraan Penté a

Anak dilaksanakan de

dan kegia e/‘.{«l'nclungan Anak ke dalam perencanaan pembangunan Daerah
serta berkeéwajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan
ak dalam rangka Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di

Daerahnya.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban Orang Tua,
Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak Anak.
Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin
pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun
sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi

Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki




nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta

berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas Pasal 2
Cukup Jelas Pasal 3
Yang dimaksud dengan asas tata kelola Pemerintahan yang baik, adalah
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan
supremasi hukum dalam Pemerintahan.
Yang dimaksud dengan asas non diskriminasi, adalah tidak membedakan

suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan,

status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis Anak.
Yang dimaksud dengan asas budaya dan kearifan lokal, adal perilaku

positif manusia dalam berhubungan dengan alam lingkungan

sekitarnya, dapat bersumber dari nilai-nilai a adat, petuah

géz\i]s ke e
| alk

§ Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

aK, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan

hidup d erkembangan Anak semaksimal mungkin.
Y ﬁsud dengan asas penghargaan terhadap pandangan Anak

adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memliki
kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan
untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala
sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas



Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jela
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas




Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)

a.

Ayat (2)
Cukup Jelas

. Hak berpikir, berhati nurani, da:

Hak atas identitas
Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta
kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab
negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal
kelahiran dan silsilahnya}; menjamin penyelenggaraan pembuatan akta
kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga
tingkat desa/kelurahan.

Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan
terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi
usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulilian
identitas anak sesual dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya
kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan h&k
prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan
anak untuk dapat mengeluarkan pendap
merdeka sesuai keinginannya.

ruang bagi
presl secara

ak akses informasi yang layak
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria
kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan
pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah
memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi
secara gratis.

Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa
adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan
hukum.




Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Ayat (3) Huruf d
Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar
difabel dapat dilayani disekolah terdekat, dikelas reguler bersama-sama teman
seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama
dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali
difabel.

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau penggab?gkz.n/
pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu siste baga
semua
Pasal 30
Huruf b

pJ Ias
Cukup é S
Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

.Pasal 38
Cukup Jelas



Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas




Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal 58

Ayat (2) huruf b

Empati adalah kemampuan dengan berbagai definisi yang berbeda yang

mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain yang menciptakan

keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan

emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan,

mengaburkan garis antara diri dan orang lain.
Pasal 59

Cukup Jelas
Pasal 60

Cukup Jelas
Pasal 61

Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63

Cukup Jelas
Pasal 64

Cukup Jelas
Pasal 65

C
Pasal 66 B
Cukup Jelgs

Pasal 67

Cu Jelas
Pa; 8

Cukup Jelas
Pasal 69

Cukup Jelas
Pasal 70

Cukup Jelas
Pasal 71

Cukup Jelas
Pasal 72

Cukup Jelas
Pasal 73




Cukup Jelas
Pasal 74

Cukup Jelas
Pasal 75

Cukup Jelas
Pasal 76

Cukup Jelas
Pasal 77

Cukup Jelas
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